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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Perlindungan hukum terhadap anak balita yang menjadi korban 

pemerkosaan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bogor sudah sesuai seperti yang diamanatkan di dalam 

Undang-UndangNomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga 

diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2015 

tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak  Dari Tindak Kekerasan  

dengan cara menyediakan tempat rehabilitasi, bantuan hukum, dan 

menyediakan psikiater bagi anak yang menjadi korban pemerkosaan.  

2. Hambatan yang dialami Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor adalah 

kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dan orang tua terkait 

pentingnya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak 

pemerkosaan. 

B. Saran  

Pemberian sosialisasi terhadap masyarakat serta orang tua merupakan 

aspek penting guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap 

perlindungan anak yang menjadi korban pemerkosaan.  Pemerintah Daerah 
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Kabupaten Bogor sebaiknya lebih meningkatkan sosialisasi yang diberikan 

kepada masyarakat dan orang tua terkait pentingnya perlindungan terhadap 

anak. 
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